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Abstrak 

Kesiapan peran Puskesmas sangat penting dalam mencapai target Angka Kematian Ibu di Indonesia. Oleh karena itu, 
Kementerian Kesehatan RI menyediakan Puskesmas PONED, yang mampu memberikan pelayanan obstetrik neonatal 
emergensi dasar 24 jam, dengan tenaga terlatih, peralatan dan perbekalan yang memadai (termasuk di dalamnya 
adalah alat kesehatan, obat, dan alat transportasi). Sumber data dari hasil Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. 
Variabel tenaga kesehatan terlatih, pelayanan 24 jam, alat kesehatan dan obat serta alat transportasi dikelompokkan 
berdasarkan 5 regional (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur). Dari 1.446 
Puskesmas PONED, sebanyak 88,7% Puskesmas memberikan pelayanan 24 jam, melibatkan dokter 79,9%, bidan 
96,1%, dan perawat 32,8%. Dari 17 jenis obat dan 26 alat kesehatan (alkes) standar pelayanan PONED, rata-rata angka 
ketersediaan di Puskesmas PONED hanya 6,06 jenis obat dan 14,12 alkes PONED, sedangkan untuk angka 
kecukupan, rata-ratanya adalah 5,54 jenis obat dan 12,43 alkes PONED. Sebanyak 53,3% Puskesmas PONED memiliki 
Puskesmas Keliling, 43,0% memiliki ambulans, dan hanya 3,7% yang memiliki perahu bermotor. Berdasarkan lima 
regional di Indonesia, terdapat perbedaan kesiapan Puskesmas PONED dalam hal pelayanan 24 jam, tenaga kesehatan 
terlatih, obat dan alkes, serta alat transportasi. Namun secara keseluruhan, regional Jawa-Bali lebih siap dibandingkan 
dengan regional lain. Perlu perhatian dan intervensi untuk meningkatkan kesiapan puskesmas PONED, terutama 
meningkatkan ketersediaan dan kecukupan alat dan obat PONED, melibatkan tenaga bidan dan perawat dalam 
pelayanan PONED, serta menyediakan dan memfungsikan pusling dan ambulans untuk pelayanan PONED. 

 

Kata Kunci: PONED, pelayanan, tenaga kesehatan, alat, obat, transportasi 

 

 

Abstract 

Roles of primary health care center (HC) are very important to achieve Maternal Mortality Rate (MMR) target in 
Indonesia. The Ministry of Health Indonesia provides Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC), in which the HC is 
capable with appropriate facilities (trained personnel, equipment, logistics, drugs, and transportation) to carry out basic 
emergency maternity and 24-hours neonatal services. The data obtained from The Indonesian Health Facility Survey 
2011 (Rifaskes 2011). All variables were grouped based on 5 regions in Indonesia (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, 
Sulawesi, and Eastern Region). There are 1,446 Basic Emergency Obstetrict Care (BEmOCs). As much as 1,283 
(88.7%) BEmOCs have been carrying out 24-hours service. Service in BEmOC has involved the doctors (79.9%), the 
midwives (96.1%), and the nurses (32.8%). As much as 53.3% of BEmOC have mobile health care, 43.0% have 
ambulance, and only 3.7% have motor boat.  There are variations of 24-hours service, trained personnel, drugs, 
equipment, and transportation in BEmOC based on five regions in Indonesia. Java-Bali region is more prepared 
compared to others. Attention and intervention are needed to improve availability and adequacy of equipment and drugs, 
involvement of nurse and midwife in BEmOC services, as well as providing of well functioned mobile health care and 
ambulance. 

 

Keywords: BEmOC, trained personnel, service, drugs, equipment, transportation 
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Pendahuluan 

Laporan WHO tahun 2011 menunjukkan 

bahwa Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah 

228 per 100.000 kelahiran hidup.
1
 Menurut World 

Bank, target MDGs untuk Angka Kematian Ibu di 

Indonesia adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup 

pada tahun 2015. Untuk mencapai target MDG 5 

tersebut, peran Puskesmas diakui sangat penting.  

Jumlah Puskesmas di Indonesia yang 

beroperasi sebelum Februari 2010 sebanyak 8.981 

dan memberikan pelayanan kepada 237.641.326 

penduduk.
2,3

 Salah satu tugas dan fungsi Puskesmas 

adalah melaksanakan 6 Upaya Kesehatan Wajib, di 

antaranya adalah Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan 

Keluarga Berencana.
4
 Kegiatan Upaya Kesehatan 

Ibu, Anak dan Keluarga Berencana adalah 

kemampuan memberikan pertolongan persalinan 

normal, mengidentifikasi adanya komplikasi pada 

kehamilan dan persalinan serta merujuknya. 

Indonesia menyediakan Puskesmas dengan fasilitas 

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar 

(PONED) yang mempunyai kemampuan dan 

fasilitas pelayanan obstetri neonatal dan emergensi 

dasar siap 24 jam.
5
  

Seperti diketahui bahwa kematian ibu 

VHULQJNDOL�GLNDLWNDQ�GHQJDQ�³7LJD�7HUODPEDW´�\DLWX�

terlambat mengenali masalah dan mengambil 

keputusan, terlambat mencari pertolongan, dan 

terlambat mendapatkan pelayanan yang adekuat.
6
 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

merujuk kasus gawat darurat antara lain stabilisasi 

kondisi penderita dengan penggunaan alat 

kesehatan dan pemberian obat secara cepat dan 

tepat, transportasi cepat, dan harus ada tenaga 

terlatih.
7 

Sesuai dengan tugasnya, maka Puskesmas 

PONED harus mampu dan siap melayani 24 jam. 

Jika masalah kekurangan sumber daya manusia, 

peralatan, dan perlengkapan dapat diselesaikan, 

maka pemberian layanan 24 jam ini dapat 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara 

tajam.
8,9 

Tenaga kesehatan terlatih merupakan salah 

satu faktor penting yang berkontribusi terhadap 

penurunan angka kematian ibu dan salah satu 

indikator kemajuan upaya MDGs 5 dalam 

meningkatkan kesehatan maternal.
10

 

Studi lain menunjukkan bahwa kurangnya 

tenaga kesehatan profesional mengurangi jumlah 

penawaran pelayanan yang dapat diberikan dalam 

perawatan kegawatdaruratan obstetrik 24 jam, dan 

secara signifikan berkaitan dengan kualitas 

pelayanan dan tingkat kematian ibu.
11 

Tenaga 

kesehatan terlatih harus didukung oleh sumberdaya, 

motivasi dan sistem untuk mendukung kinerja 

mereka.
12 

Sebagai contoh, untuk mengurangi angka 

kematian ibu di Malawi dan negara-negara dengan 

tingkat sosial ekonomi yang hampir sama dengan 

Malawi, upaya yang harus dilakukan adalah 

pembenahan Puskesmas PONED dengan pelatihan 

petugas dan pemberian peralatan dan perbekalan.
10  

Kurangnya keterampilan dalam melakukan 

pelayanan obstetri dan kurangnya peralatan dan 

perbekalan, menjadi penghambat pemberian 

prosedur penanganan kegawatdaruratan obstetri.
13 

Transportasi juga menjadi faktor yang berkontribusi 

terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan 

obstetri. Keterlambatan dalam mencapai fasilitas 

kesehatan seringkali disebabkan oleh kondisi jalan 

yang tidak mendukung, kurangnya alat transportasi, 

dan lokasi, sehingga membutuhkan waktu lama 

untuk dapat mencapainya. Di sisi lain, pasien 

dengan kasus emergensi memerlukan waktu 

sesegera mungkin untuk langsung mendapatkan 

pelayanan atau penanganan.
6  

Artikel ini merupakan analisis lanjut dari 

Rifaskes 2011 yang bertujuan memberikan 

gambaran secara komprehensif tentang kesiapan 

peran Puskesmas PONED berdasarkan lima 

regional di Indonesia. Adanya disparitas antar 

regional menyebabkan permasalahan yang berbeda, 

sehingga memerlukan intervensi yang berbeda pula. 

Aspek yang dianalisis dalam artikel ini adalah 

pemberian layanan 24 jam, keterlibatan tenaga 

medis, keikutsertaan petugas dalam pelatihan 

PONED, ketersediaan dan kecukupan alat 

kesehatan PONED, ketersediaan dan kecukupan 

obat PONED, ketersediaan ambulans, pukesmas 

keliling, dan perahu bermotor dengan kondisi baik 

dan berfungsi.  

 

Metode 

Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari 

Rifaskes 2011, dimana data Rifaskes dikumpulkan 

dengan metode wawancara, observasi, dan telaah 

dokumen Puskesmas oleh enumerator yang telah 

dilatih. Variabel yang dianalisis adalah pelayanan 

24 jam, keterlibatan tenaga kesehatan dalam 

pelayanan PONED, tenaga kesehatan terlatih, 

ketersediaan dan kecukupan alat kesehatan dan 

obat, serta alat transportasi, dan regional. Regional 

dibagi menjadi 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-

Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian 

Timur (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 
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Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua 

Barat).
14 

Data dianalisis secara deskriptif dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi yang 

dikelompokkan ke dalam lima regional. 

 

Hasil 
Jumlah Puskesmas PONED sebanyak 1.446 

puskesmas. Pelayanan 24 jam Puskesmas PONED 

berdasarkan 5 regional dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 8.981 Puskesmas 

yang dikunjungi, 1.446 Puskesmas di antaranya 

adalah Puskesmas PONED, sebanyak 1.283 

Puskesmas PONED (88,7%) memberikan 

pelayanan 24 jam. Persentase tertinggi terdapat di 

regional Jawa-Bali (92,9%), sedangkan terendah di 

regional Kalimantan (82,9%). 

Tabel 2 menunjukkan persentase keikut-

sertaan tenaga kesehatan dalam pelatihan PONED, 

keterlibatan dokter, bidan, dan perawat dalam 

pelayanan PONED, ketersediaan dan kecukupan 

alat dan obat PONED di atas angka rata-rata, dan 

ketersediaan pusling, ambulans, dan perahu 

bermotor dalam kondisi baik dan berfungsi. 

Sebanyak 65,0 % tenaga kesehatan pernah 

mengikuti pelatihan PONED dan tidak banyak 

berbeda antar regional, tertinggi di Indonesia 

Bagian Timur (70,4 %) dan terendah regional Jawa-

Bali (62,3 %). Keterlibatan dokter dalam pelayanan 

PONED sebesar 79,9 %, tertinggi di regional 

Kalimantan (84,6 %) dan terendah di regional Jawa-

Bali (78,9 %). Sebanyak 96,1% Puskesmas PONED 

telah melibatkan bidan dalam pelayanan PONED, 

tertinggi di regional Jawa-Bali (97,9%) dan 

terendah di regional Sumatera dan Bagian Timur 

Indonesia (masing-masing 94,0%). Keterlibatan 

perawat sebanyak 32,8%, tertinggi di regional 

Kalimantan (50,4%) dan terendah di regional 

Sulawesi (21,5%). 

Dari 17 jenis obat standar pelayanan 

PONED, angka rata-rata ketersediaan obat PONED 

adalah 6,06 dan yang memiliki angka ketersediaan 

di atas angka rata-rata baru mencapai 44,3% 

puskesmas PONED, tertinggi di regional Jawa-Bali 

(57,0%) dan terendah di regional Sulawesi (21,5%).
 

Tabel 1. Jumlah Puskesmas PONED dan Pelayanan 24 Jam Berdasarkan 5 Regional di Indonesia 
 

 
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi 

Indonesia Bagian 

BERFUNGSI Timur 
Total 

 n % n % n % n % N % N % 

Puskesmas PONED 333 23,0 607 42,0 117 8,1 223 15,4 166 11,5 1446 100 

Pelayanan   24 jam 284 85,3 564 92,9 97 82,9 195 87,4 143 86,1 1283 88,7 

 

Tabel 2.   Persentase Sumber Daya, Alat dan Obat, serta Alat Transportasi Puskesmas PONED  

Berdasarkan 5 Regional di Indonesia 
 

 
Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi 

Indonesia 

Bagian Timur 
Total 

 % % % % % % 

Keikutsertaan dalam pelatihan 67,3 

 

62,3 

 

69,2 

 

62,8 

 

70,4 

 

65,0 

 

Keterlibatan dokter 79,0 

 

78,9 

 

84,6 

 

81,2 

 

80,7 

 

79,9 

 

Keterlibatan bidan 94,0 

 

97,9 

 

94,9 

 

96,9 

 

94,0 

 

96,1 

 

Keterlibatan perawat 42,6 

 

25,0 

 

50,4 

 

21,5 

 

44,6 

 

32,8 

 

Ketersediaan obat diatas rata-rata 

�������� 
37,8 

 

57,0 

 

46,2 

 

21,5 

 

39,8 

 

44,3 

 

Ketersediaanalat kesehatan diatas 

rata-raya �������� 

51,7 

 

66,2 

 

47,9 

 

47,1 

 

52,4 

 

56,8 

 

Kecukupan obat diatas rata-rata 

�������� 

49,5 

 

54,2 

 

49,6 

 

51,1 

 

48,8 

 

51,7 

 

Kecukupan alatPONED diatas rata-

rata �������� 
51,4 

 

67,4 

 

42,7 

 

43,9 

 

56,0 

 

56,8 

 

Pusling dengan kondisi baik dan 

berfungsi 

46,8 

 

62,6 

 

41,9 

 

48,4 

 

46,4 

 

53,3 

 

Ambulans dengan kondisi baik dan 

berfungsi 

45,0 

 

51,4 

 

41,0 

 

31,8 

 

24,7 

 

43,0 

 

Perahu motor dengan kondisi baik 

dan berfungsi 

2,4 

 

0,7 

 

10,3 

 

4,5 

 

11,4 

 

3,7 
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Sedangkan angka rata-rata kecukupan obat PONED 

sebesar 5,54 dan yang memiliki angka kecukupan di 

atas angka rata-rata adalah 51,7% puskesmas 

PONED, tertinggi di regional Jawa-Bali (54,2%) 

dan terendah di regional Indonesia Bagian Timur 

(48,8%). 

Dari 26 jenis alat pelayanan PONED, angka 

rata-rata ketersediaan alat PONED sebesar 14,12, 

dan yang memiliki angka ketersediaan di atas angka 

rata-rata adalah 56,8% puskesmas PONED, 

tertinggi di regional Jawa-Bali (66,2%) dan 

terendah di regional Sulawesi (47,1%). Sedangkan 

angka rata-rata kecukupan alat PONED sebesar 

12,43 dan yang memiliki angka kecukupan di atas 

angka rata-rata adalah 56,8% puskesmas PONED, 

tertinggi di regional Jawa-Bali (67,4%) dan 

terendah di regional Kalimantan (42,7%). 

Puskesmas Keliling (Pusling) dengan kondisi 

baik dan berfungsi sebesar 53,3%, tertinggi di 

regional Jawa-Bali (62,6%) dan terendah di 

regional Kalimantan (41,9%). Ketersediaan ambu-

lans sebesar 43,0% dan terdapat variasi yang cukup 

besar untuk ketersediaan ambulans dengan kondisi 

baik dan berfungsi. Persentase tertinggi di Jawa-

Bali (51,4%) dan terendah di regional Indonesia 

Bagian Timur (24,7%). Ketersediaan perahu ber-

motor masih rendah, yaitu 3,7%, karena pengguna-

an perahu bermotor ini disesuaikan dengan kondisi 

geografis wilayah. Penggunaan tertinggi di regional 

Indonesia Bagian Timur (11,4%) dan terendah di 

regional Jawa-Bali (0,7%).  

Secara keseluruhan, puskesmas di regional 

Jawa-Bali dapat dikatakan mempunyai kesiapan 

yang lebih baik dibandingkan dengan puskesmas di 

regional lain dalam pelayanan PONED. Regional 

lain masih belum siap dalam hal pelayanan 24 jam, 

keterlibatan dokter, bidan, dan perawat dalam 

pelayanan PONED, ketersediaan dan kecukupan 

alat dan obat PONED, serta ketersediaan pusling 

dan ambulans dalam kondisi baik dan berfungsi. 

 

Pembahasan 

Sesuai Kepmenkes No. 128 tahun 2004, 

tugas dan fungsi puskesmas adalah sebagai pusat 

pembangunan wilayah berwawasan kesehatan, 

pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan 

kesehatan perorangan primer dan pusat pelayanan 

kesehatan masyarakat primer.
4
  

Pelayanan obstetrik yang dapat diberikan 

oleh Puskesmas PONED antara lain meliputi 

pemberian oksitosin parenteral, antibiotik paren-

teral, sedativa parenteral, pengeluaran plasenta 

manual/kuret, dan partus vakum ekstraksi/fetal 

ekstraksi. Sedangkan pelayanan neonatal meliputi 

resusitasi bayi asfiksia, antibiotik parenteral, 

antikonvulsan parenteral, bic-nat intraumbilicus, 

phenobarbital, thermal control, dan penanggulangan 

gangguan pemberian nutrisi.
15 

Sebanyak 11,3% Puskesmas PONED belum 

memberikan pelayanan 24 jam.Hal tersebut dapat 

menyebabkan kasus kegawatdaruratan yang terjadi 

tidak dapat ditangani secara sesuai. Studi di tiga 

kabupaten di Jawa Timur menunjukkan bahwa 

hampir semua Puskesmas PONED sudah melayani 

24 jam dan melibatkan bidan desa sebagai Tim 

PONED di Puskesmas, sehingga dapat me-

ningkatkan cakupan rujukan ke Puskesmas.
9
 

Jika masalah kekurangan sumber daya 

manusia, peralatan, dan perlengkapan dapat 

diselesaikan, maka pemberian layanan 24 jam ini 

dapat menurunkan kematian ibu dan bayi secara 

tajam, seperti yang terjadi pada perempuan 

perdesaan di Nigeria Bagian Utara.
8 

Persentase 

pelayanan PONED 24 jam antar regional tidak 

banyak berbeda, tertinggi di Jawa-Bali (92,9%) dan 

terendah di Kalimantan (82,9%), sehingga 

dibutuhkan perhatian yang lebih untuk  regional 

Kalimantan.  

Keikutsertaan tenaga kesehatan pada 

pelatihan PONED masih rendah (65,0%). Menurut 

WHO/UNFPA/UNICEF/World Bank dalam Global 

Action for Skilled Attendants for Pregnant Women, 

menyatakan bahwa: ³7KH� WHUP� µVNLOOHG� DWWHQGDQW¶�

refers exclusively to people with midwifery skills 

(for example midwives, doctors and nurses) who 

have been trained to proficiency in the skills 

necessary to manage normal deliveries and 

diagnose, manage or refer obstetric complica-

tions�´
16

 Keterlibatan tenaga kesehatan dalam 

pelayanan PONED menjadi salah satu indikator 

kesiapan peran Puskesmas. Keterlibatan dokter dan 

bidan sudah cukup baik, namun keterlibatan 

perawat masih rendah. Keterlibatan tenaga kesehat-

an tertinggi terdapat di regional Jawa-Bali dan 

regional Kalimantan. Tenaga kesehatan harus terus 

dimotivasi dan didukung dengan sumber daya yang 

memadai agar bisa meningkatkan ketrampilan 

diri.
12

 

Puskesmas mampu PONED yang merupakan 

bagian dari jaringan pelayanan obstetrik dan 

neonatal di Kabupaten/Kota sangat spesifik daerah, 

namun ada beberapa kriteria pengembangan untuk 

menjamin kualitas, di antaranya adalah keter-
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sediaan, kelengkapan dan kecukupan alat kesehatan 

dan obat PONED. Alat dan obat PONED menjadi 

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

Puskesmas PONED. Jenis alkes PONED sebanyak 

26 jenis dan obat PONED sebanyak 17 jenis. 

Ketersediaan dan kecukupan alat dan obat PONED 

di Puskesmas PONED di 5 regional di Indonesia 

masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari angka 

rata-rata yang masih berada di bawah angka 20,0 %. 

Rendahnya ketersediaan dan kecukupan alat dan 

obat PONED tersebut dapat menyebabkan tidak 

optimalnya pelayanan/penanganan yang seharusnya 

dapat dilakukan jika alat dan obat PONED tersedia 

dan lengkap.
17,18 

Ketersediaan alat transportasi di Puskesmas 

PONED perlu menjadi pertimbangan penting dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan pasien. 

Indonesia merupakan negara besar dengan kurang 

lebih 17 ribu pulau, dan masih banyak penduduknya 

yang tinggal di daerah terisolasi, dengan kondisi 

infrastruktur yang belum memadai. Jarak yang jauh, 

kondisi jalan yang buruk, dan masih belum 

memadainya alat transportasi menjadi salah satu 

penyebab tidak langsung terlambatnya kasus 

kegawatdaruratan untuk ditangani di fasilitas 

kesehatan. 

Beberapa daerah di Indonesia bahkan bisa 

menghabiskan waktu 2 jam di jalan hanya untuk 

dapat mencapai fasilitas kesehatan. Pada kasus 

kegawatdaruratan, dibutuhkan waktu sesegera 

mungkin untuk dilakukan penanganan, karena jika 

terlambat maka dapat terjadi komplikasi atau 

kondisi yang makin parah.
6 

Oleh karenanya, 

puskesmas membutuhkan alat transportasi yang 

memadai (kondisi baik dan berfungsi) untuk 

mendukung pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, seperti Puskesmas Keliling (Pusling), 

ambulans, dan perahu bermotor.  

Jenis alat transportasi yang digunakan 

bervariasi, tergantung dari situasi dan kondisi 

wilayah. Sebagai contoh, di Jepang menggunakan 

helikopter untuk mengirim pasien dengan kasus 

kegawatdaruratan ke rumah sakit. Hal tersebut 

ternyata berpengaruh terhadap menurunnya angka 

kematian ibu dan anak di Jepang.
19 

Studi lain 

tentang pentingnya transportasi dalam mendukung 

pelayanan kesehatan yaitu studi di Mwanza, 

Tanzania. Pada studi tersebut, penggunaan alat 

transportasi masih diperdebatkan, sehingga 

menyebabkan terlambatnya pemberian pelayanan 

kesehatan.
20  

Di Kalabo,   Zambia,  alat  transportasi 

 

masih kurang dan menyebabkan komplikasi yang 

makin parah. Banyak wanita yang ingin melahirkan 

bayinya di klinik, namun faktanya, hanya sedikit 

wanita yang bisa mencapai klinik karena kurangnya 

transportasi.
21

 

Ketersediaan alat transportasi dengan kondisi 

baik dan berfungsi, masih rendah. Sebagai contoh, 

Pusling hanya 53,3%, ambulans 43,0%, dan perahu 

bermotor 3,7%. Ditinjau per regional, persentase 

tertinggi Pusling dengan kondisi baik dan 

difungsikan terdapat di regional Jawa-Bali (62,6%), 

ambulans di regional Jawa-Bali (51,4%) dan perahu 

bermotor di regional Indonesia Bagian Timur 

(11,4%). Khusus untuk perahu bermotor, alat 

transportasi tersebut digunakan karena disesuaikan 

dengan kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi 

oleh perairan. Indonesia Bagian Timur memiliki 

persentase tertinggi, karena memang region tersebut 

secara geografis dikelilingi oleh perairan. Alat 

transportasi ini diharapkan mampu mendukung 

pelayanan PONED, terutama untuk mencegah 

keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, karena 

buruknya kondisi jalan, dan jauhnya jarak ke 

fasilitas kesehatan. 

 

Kesimpulan 

Kegiatan PONED di Puskesmas belum 

sepenuhnya siap dilakukan di kelima regional di 

Indonesia. Regional Sumatera, regional Jawa-Bali, 

regional Kalimantan, regional Sulawesi dan 

regional Indonesia Bagian Timur, memiliki variasi 

kesiapan dalam hal: pelayanan 24 jam, keterlibatan 

tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) dalam 

pelayanan PONED, keikutsertaan petugas dalam 

pelatihan PONED, ketersediaan dan kecukupan alat 

dan obat PONED, serta ketersediaan alat 

transportasi dalam kondisi baik dan berfungsi. 

Namun secara keseluruhan, puskesmas di regional 

Jawa-Bali mempunyai kesiapan yang lebih baik 

dibandingkan dengan puskesmas di regional lain.  

 

Saran 

Perlu perhatian dan intervensi untuk 

meningkatkan kesiapan puskesmas dalam 

pelayanan PONED di Indonesia, terutama dalam 

hal meningkatkan ketersediaan dan kecukupan alat 

dan obat PONED, melibatkan tenaga bidan dan 

perawat dalam pelayanan PONED, serta menyedia-

kan pusling dan ambulans dalam kondisi baik dan 

berfungsi. 
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